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KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan
mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko
politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, sertateknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan
dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan
pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk
mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan
pemberian fasilitas Dukungan K elayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari
penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi
pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan
pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan
penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian
dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan K elayakan sebagai kontribusi finansial
terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah
mengelolarisiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan K elayakan antara lain meliputi
risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.
...... PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the
sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise
from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to
political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not
managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute
public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1)
fiscal risks arising from infrastructure devel opment and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund
facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which
isarranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure
development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal
risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the
government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. Therisk in
infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and
(2) Viahility Gap Fund as afinancia contribution provided by the Government to the private sector that
covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risksthat are
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managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs,
implementation of the State Budget, and government debt.



